BAB Il

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintah Daerah Sebagai Daerah Otonom

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah
otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi
kewenangan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang bersekala
kota/kabupaten meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. Perencanaan, pemanfatan dan pengawasan tata ruang;

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. Pemyediaan sarana dan prasarana umum;

e. Penanganan bidang kesehatan;

f. Penyelenggaraan pendidikan;

g. Penanggulangan masalah sosial,

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;

22
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i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
J. Pengendalian lingkungan hidup;
k. Pelayanan pertahanan;
|. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. Pelayanan administrasi penanaman modal,
0. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainya;
p. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.*

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU
No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia
tahun 1945.%

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung
kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat
daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan

berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan

12pasal 14 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
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perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta
dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.**

Untuk mewujudkan good government dan clean government tersebut
pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah,
dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak
sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat
kedaerah yang kita sebut desentralisasi."

Undang-undang No.23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah
sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai
badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik
Indonesia. *°

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

“HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h. 23.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.

1 YU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan,
yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah
sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga
tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling
mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan
kesetaraan melalui prinsip “checks and balance,” dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif
Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.
Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling
mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara
kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah
dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan
pemerintah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama
dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna,
serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan
masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut
DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang
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mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan
pengawasan pelaksanaan APBD).

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya
merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan
Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan
DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah
untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing
sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang
sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing
satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses
perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat
pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai
suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat
ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan
materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota
DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut,
DPRD telah melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan
distributive justice (keadilan yang seimbang). Melalui kewenangan tersebut

DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok
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masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang
dibuat."’

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan
memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari supremacy of
law (penegakan hukum), ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang
dihasilkan merupakan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai
arah pembangunan.

Menurut Sarundajang®® “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi
logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial
berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”.

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan
lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadapa kepentingan nasional
maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya
pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk
berhubungan langsung dengan pemimpinya dan sebaliknya pimpinan daerah
akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya,
masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme
pembuatan keputusan yang kurang efesien. Demikian juga bagi suatu daerah

dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang menghasilkan

" http://eprints.undip.ac.id/27919/1/skripsi_indah_mustika_dew 28 29.pdf_h. 34.
¥Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran
dan Pelaksanaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2-3.


http://eprints.undip.ac.id/27919/1/SKRIPSI_INDAH_MUSTIKA_DEW%2028%2029.pdf
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keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan
anggota masyarakat yang dominan diwilayah tertentu.™

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari
percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara
Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan
bahwa:

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik.
Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara Republik
Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 dibangun
dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (unitary), dan bukan
berbentuk federasi (serikat. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi
daerah). Haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara berbentuk
kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat (1)
undang-undang dasar 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut
dipertegas dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 dengan
mengatakan, bahwa: “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat,
maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkunganya yang
bersifat staat juga”

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas

pemahaman pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 maka dalam pasal 18

¥ 1bid, h. 3
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3

undang-undang dasar 1945 dirumuskan judul babnya “ pemerintah daerah”
dengan isi pasalnya, sebagai berikut: pembagian daerah Indonesia atas daerah
besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahanya ditetapkan dengan
undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan
dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-
daerah yang bersifat istimewa. Selanjutnya, didalam salah satu isi penjelasan
pasal itu, dikatakan di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah
administratif belaka.

Dengan demikian, apa yang dikatan sebagai daerah otonom oleh pasal
18 undang-undang dasar 1945 dikonsepsikan sebagai pemerintahan daerah
yang terdiri atas “ daerah besar” dan “kecil”. Di samping itu, selain sebagai
daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat
sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti
desa di jawa dan bali, nagari di minang kabau, dusun dan marga di Palembang,
dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan
dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebut zelfbesturende
landschappen dan volksgemeenschappen yang pada waktu itu disebutkan
jumlahnya di Indonesia lenih kurang 250 (dua ratus lima puluh) daerah.

Pada bagaian lain dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945
tersebut dikatakan: “Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi
dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”.

Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam

penjelasan itu, disebut sebagai propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah
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yang lebih kecil, sebagaimana dikenal dengan nama kabupaten,
kotamadya/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Dari sinilah, dikemudian hari
sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (hierarki),
sebagaimana tercermin dalam sebutan daerah tingkat I, I, dan IlI.

Namun saat ini penyebutan terhadap daerah tingkat | dan Il adalah
Kabupaten/ Kota, dan tidak ada istilah bertingkat. Ketentuan ini tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945
disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang”.

Dari sini terlihat bahwa daerah-daerah yang ada dalam wilayah negara
Republik Indonesia adalah sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang
rendah, hanya saja pembagian daerah tersebut berbeda-beda menurut luasnya

masing-masing.

. Pembangunan Daerah

Pembangunan disini dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas,
yang meliputi segala aspek pembangunan, baik material maupun spritual,
lahiriah  maupun bathiniah. Pembangunan daerah dimaksudkan adalah
pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah, baik propinsi maupun
kabupaten dan kota, dan pembangunan ini dikaitkan dengan kebijakan otonomi

daerah atau desentralisasi.
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Sebenarnya tugas pembangunan itu selalu dilaksanakan oleh
pemerintah yang manapun, baik yang menggunakan asas desentralisasi ataupun
dekonsentrasi. Hanya saja dengan menggunakan asas dekonsentrasi belum
tentu dapat dilaksanakan pemerataan di seluruh pelosok negeri dan disertai rasa
keadilan berdasarkan potensi daerah.

Dasar pertimbangan dibentuknya UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan UU No.32 Tahun 2004 diubah lagi melalui UU No.23
Tahun 2014, dan diubah lagi dengan UU No0.9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, di antaranya dinyatakan bahwa dalam menghadapi
perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan
persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan Otonomi Daerah
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada daerah secara profesional, yang diwujudkan dengan pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran
serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi keanekaragaman
Daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di
seluru pelosok tanah air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan
daerah. Oleh karena itu pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan

secara seksama, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah
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penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga
memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus
rumah tangga daerahnya sendiri.

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23
Tahun 2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang
demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,
mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan
pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan
daerah.”

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada
pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.23
Tahun 2014). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi,
daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

¢. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

0. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

M. Arif Nasution dkk, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, (Bandung:
Mandar Maju, 2000), h.53
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h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

J. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

k. Melestarikan lingkungan hidup.

I. Mengelola administrasi kependudukan

m. Melestarikan nilai sosial budaya.

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya; dan

0. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (UU
No.23 Tahun 2014).

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah
otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan
Legislatif Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk
mengatur dan mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan

kehendak rakyat di daerahnya.

. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Tugas dan wewenang kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati dan
Walikota pada saat ini berbeda pada waktu sebelum gaung reformasi
didengungkan, yakni dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan

diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan



34

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah
lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
dimaksudkan dalam rangka melancarkan pembangunan di seluru pelosok tanah
air, serta menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu
pembentukan daerah otonom harus diperhitungkan secara seksama, dengan
memperhatikan kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah,
pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Sehingga memungkinkan daerah
melaksanakan pembangunan, mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya
sendiri.

Prinsip otonomi daerah yang dikembangkan berdasarkan UU No.23
Tahun 2014, adalah lebih diarahkan terhadap terwujudnya pemerintahan yang
demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,
mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat dan kemandirian perkembangan dan
pembangunan daerah serta terwujudnya keserasian antara pemerintah pusat dan
daerah.*

Pembangunan daerah otonom harus sepenuhnya diserahkan kepada
pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
lainnya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 19 UU No.23
Tahun 2014). Hal ini tergambar bahwa dalam menyelenggarakan otonomi,

daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

M. Arif Nasution dkk, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah, (Bandung:
Mandar Maju), 2000, h.53
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a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.

J. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

k. Melestarikan lingkungan hidup.

I. Mengelola administrasi kependudukan

m. Melestarikan nilai sosial budaya.

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya; dan

0. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 22
UU No.23 Tahun 2014).

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa daerah
otonom yang dipimpin oleh Kepala Daerah selaku Badan Eksekutif Daerah
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Badan

Legislatif Daerah, yang diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk
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mengatur dan mengurus pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan

kehendak rakyat di daerahnya.

. Peraturan Daerah

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan
Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Walaupun demikian fungsi dan
peranannya cukup kuat karena dibentuk oleh pemerintah daerah, yakni oleh
Kepala Daerah bersama dengan DPRD yang disahkan secara bersama-sama,
dan diundangkan dalam lembaran daerah dan berlaku untuk masyarakat sesuai
dengan tingkatannya, yakni Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah
dalam melakukan sesuatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat
secara keseluruhan. Oleh karena itu suatu peraturan daerah perlu mendapat
perhatian dari semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak menemui
hambatan atau kendala.

Pembentukan suatu Ranperda sebagai payung hukum dalam
melaksanakan suatu kegiatan, harus memiliki dampak positif baik dari segi
ekonomi, politik maupun social budaya masyarakat. Pandangan ini sebagai
konsep untuk meuju suatu daerah yang damai, aman dan sejahtera.

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah berhak menetapkan

Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi
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dan tugas pembantuan, demikian bunyi dari Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi
kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masalah pendidikan adalah:
a. Pasal 18 ayat (4): “Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan”.

b. Pasal 18 ayat (5): “Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-
luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
menjadi urusan pemerintah (pusat)”.

c. Pasal 18 ayat (6): “Pemda berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Selanjutnya Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah
membentuk Perda.

2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah.

3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.
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4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat
memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam Pasal 237 disebutkan pula bahwa:

1) Asas pembantuan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangan-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan
berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,
pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam pembentukan Perda.

4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
efektif dan efisien.

Dalam Pasal 238 disebutkan pula:

1) Perda dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/
pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan

atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
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3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda, selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat
ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan
sanksi administratif.

5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis
c. Penghentian sementara kegiatan;
d. Penghentian tetap kegiatan;
e. Pencabutan sementara izin;
f. Pencabutan tetap izin;
g. Denda administratif dan/atau
h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan tersebut di atas merupakan pedoman dalam pembentukan

Peraturan Daerah agar tidak terjadi penyimpangan, dan untuk menyeragamkan

semua Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Provinsi yang ada di lingkup Pemerintah Indonesia.



